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KEMENKES. Jabatan Fungsional Kesehatan.
Penyelenggaraan Uji Kompetensi.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat :

NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan wuji

kompetensi jabatan fungsional kesehatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi diperlukan

C.

1.

pengaturan sebagai acuan dalam pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Jabatan Fungsional Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5607);

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN.

Pasal 1

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan adalah suatu
proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh
tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang

jabatan setingkat lebih tinggi.
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Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan acuan bagi penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan

Fungsional Kesehatan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai Dberlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yaitu setiap orang
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan
kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, Dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan feknologl, dalam rangka
melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber
daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari
segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Sumber Daya Manusia
yang kompeten dan profesional merupakan intellectual capital yang tidak
ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang kompetitf dalam
persaingan global. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional
merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang
konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinamburngan. Biasanya
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Karir
di tempat kerja.

Dalam  penyelenggaraan tugas wium  pemerintahan dan
pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan
kesempurnaan Pegawal Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan
Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan komipetensi dan
peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

S Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan



